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HUKUM PIDANA, DEMOKRASI DAN HAM

ohh:

Didik Endrc Pu nryoleksono

Speaking of law ls always connected wilh democracy and human rights us un intcgrutcd
componenl Law is destlbed as a /rcme or legallzallon of democracy, while demouacy itsefis a part
of human rights, furthermore, human rlghts need to be constructed as a speclic law.

PENDAIIULUAN
Pelbagai diskusi, scmirur maupun tulisan-

tulisan, para pakar banyak menyinggungg masalah
hukum, demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia).
Ada yang menyatakan boiwa tindakan aparat hukum
melanggar HAM, karena menyiksa para tersangka

@a saat ingin mendapatkan pengakuan. Di sisi yang
lainparapelnuja demokrasi rrcngcrnbor-gembo*an
masalah dcmokrasi dalam membangun negara
Republik Indoncsia. Para pakar hukumpun tidak
kdinggslaq ada yang bqtcriak nusalah pcmbusukan
hukun, rnafiE pcodilan, supcmasi hukum,

nrlisan singkat ini,sayamcngubnkanapakh
mcmbicarakan kctiga hal rcrscbut sccar. scpotong.
potong atlu sccara parsial? Dcngan pcrkattan lain,
dalam rangka mcmbahas hukum, demokrasi dan
HAM harus dipahami sccara integral atau sccars
terpadu. Membahas hukum, pada hakikatnya
didalamnya ada unsur demokrasi dan HAM.

Mambalras demokrasi, ursur hukum dan FIAM tidak
dapat dilepaskan. Demikian pula mmbicarakan
masalah HAM, erat hubungannya demokrasi dan
hukum pidana

DEMOKRASI

Secara etimologis, demokrasi berasal dari
bahasa Yunani demos (rakyat) dan t'ratcin
(kekuasaan) yang berarti kekrusaan berada di tangan
rakyat. (Soctandyo Wignyosoebroto; I 987 : I 3 7)
Konsep demokrasi pada hakekatnya berawal dari
rasa tidak puas warga negara terhadap praktek

kescwenang-wenangan yang di lakukan oleh

Pcnguasa,
Scbagai sudu bcntuk p€merintahan, pcnganut

aliran klssik tclah mendefinisikan demokrasi sebagai
cara pemerintahan dimana kelompok yang

memerintah dan kelompok yang diperintah adalah
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sama dan tidak terpisah-pisah. Dengan kata lain
demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara
yang pada intinya semua orang (rakyat) mempunyai
hak yang sama untuk memerintah dan diperintah.
Termasuk dalam aliran ini adalah Lincoln yang secara
sederhana mengemukalian definisi demokrasi sebagai
pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Perkembangan demokrasi berjalan seiring
dengan perubahan budaya dan kemampuan berpikir
manusia yang melahirkan beraneka bentuk
pemerintahan. Pada pertengahan abad XX aliran
modern memunculkan perdebatan mengenai
demokrasi yang diartikan atas dasar sumber
wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh
pemerintah dan prosedur untuk membentuk
pemerintahan. Joseph Schumpeter mengemukakan
teori lain mengenai demokrasi sebagai metode
demokratis, adalah prosedur kelembagaan untuk
mencapai keputuan politik yang didalamnya individu
memperoleh kekuasium untuk membuat keputusan
melalui perjuangan yang kompetitifdalam rangka
memperoleh suara rakyat. Berdasarkan apa yang
dikemukakan oleh Schumpeter tersebut, para
pengikut Schumpeterian kemudian mendefi nisikan
sistem politik dikatakan sebagai demokratis sejauh
para pembuat keputusan kolektifyang paling kuat
dalarn sistem itu dipilih melalui pemilihan umun yang
adil, juj ur, berkal4 dan didalam sistem itu para calon
secara bebas bersaing untuk memperoleh suar4 serta
hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan

suara. (Samuel P.H.;1997:5). Unsur-unsur yang dapat
ditangkap untuk memperoleh garnbaran urnunt
mengenai demokriui adalah adanya:

l .  Part is ipasi  rakyar d ida la nr
memutuskan kebijaksanaan plitik.

2. Persamaan hak warga negara.
3.  Kebebasan (kcnrerdekaan) bagi

semua warga negara.

4. Beroperasinya sistem perwakilan

polirik.

5 . Berliurgsinya sistern penii I ilun tunurl.
(Sargent;1997:21)

Pandangan normati f  denrokrasi  s udah
dianggap sebagai  suatu norma yang harus
dilaksanakan, sehingga semua negara di dunia ini
mengaku telah melaksanakannl a. Bahkan negara-
negara yang saral dengan nuatrsa sosialisnre datr
komrurisme pun menyatakan diri telah ntelakstrnakaur
sistem pemerintahan yang demokratis. Sebagai suatu
pemahaman normatif, demokrasi merupakiur suatu hal
yang sangat ideal dalam sistem pemerintahan dengan
rumusan konseptualnya yang menarik dan indah.
(Soewoto M.;2001:. . )

"Terlepas dari pemahaman demokrasi baik sebaeai
norrna maupun sebagai suatu prosedur. seca-ra
empiris pelaksanaan dernokrasi bergantung pada
sett ing ruang dan waktu. Dengan kata la in
pelaksanaan demokrasi berkembanq dari waktu
ke waktu dan rnempunyai perbctlaai antara saru
negara dengim negara lainnya. temasuk denroktrsi
yang telah lerjadi di Indonesia. Catatan sejarah
menunjukkan bahwa Indonesia telah menscnal dar
mempraktekkan r iga sisrcnr dcnx,krai i ,  yai tu
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Demokrasi Pulerncnter antantalun 1945 - tahun
I 959, Demokrasi Terpimpin antara tatun I 959 -
tahun 1965, serta Demokrasi Pancasila yang
balalry$ngslarnapefiterinbttanrczimordeBaru
antara tahun | 966 -tahun 1998."

Secara prosedural praktek pelaksanaan

demokrasi dalam kehidupan politik oleh Bingham

Pouel Jr. disebut sebagai penampilan politik (political

perfonnan). Sebagai irdikator kehidupan politik yary

dinamis, menurut Bingham Powel Jr. political

pe rfor nan diny atakan xbagai:

I . Legidmasi pemerintah didasarkan pada

klaim bahwa pemerintah tersebut

mewakili keinginan rakyatnya. Artinya

klaim pernerintah untuk patutt pada aturan
hukum didasarkan pada penekanan

bahwa apa yang di lakukannya
merupakan kchendak mkyat.

2. Pengaturan yang mengorganisasikan
perundingan (bargaining) untuk
memperolch legitimasi dilaksanakan
melalui pemilihan umum yurg kompetitif.
Pemimpin dipilih dengan interval yang

teratur, dan p€rnilihd"nat nunilih diantara
beberapa alternatif calon. Dalam
prakteknya paling tidak terdapat dua
partai pol i t ik yang mempunyai
kesempatan untuk menang sehingga
pilihan tersebut benar-benar bermakna.

3 . Sebagian besar orang dewasa dapat ikut
serta dalam proses pemiliharL baik secara

pemilih maupun sebagai calon untuk
mendduki jabatan penting.

4. Penduduk memilih secara rahasia dan
tanpa dipaksa.

5. Masyarakat dan pemimpin menikmati
hak-hak dasar, seperti kebebasan
berbicar4 berkumpul, berorganisasi dan
kebebasan pen. Baik partai politik yang
lama maupun yang baru dapat berusaha
untukmemperolehdukungan. (Bingham
P;1987:53)

Polilicul performan yang dikemukakan oleh
Bingham Powel Jr. tersebut relevan dengan delapan
kiteria mengenai demokrasi menruut Robert A. Dahl
yrgnrcliputi:

l. The right to vote.
2. The right to be elected.
3, The right ofpolitical leader to compete

for support and votes.

4. Election that are free andfair.
5. Freedom ofessociation.

6. Freedomofexpression.

7. Alternative sources of information.
8. Institutionfor making public policies

depend on vote and other exprestion
of preference. (Arent Liphart; I 999:49)

Berdasarkan indikator demokasi menurut
kedua teoritisi tersebut di atas, maka secara ringkas
dapat dikatakan bahwa demokrasi berkaitan erat
dengsn pertanggungiawaban (accountability),
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kompetisi, keterbukaan s€rta tinggi rendahnya kadar

untuk menikmati hak-hak dasar. Dengan merujuk

pada indikator demokasi yang dikemukakan oleh

Bingham Powel Jr. dan Robert A. Dahl itu, dalam
mengamati perkembangan demokasi yang pemah
berlangsung di Indonesia, secara singkat bisa
dipaparkan di bawah ini.

Ketika Indonesia menganut sistem

pemerintahan parlementer, berlangsunglah praktek

demokrasi libent Ch. 1950-th. 1959). Padamasa

ini rakyat memiliki kebebasan tanpa pembatasan dan

persyaratan yang tegas dalam melakukan aktivitas

politiknya. Akibatnya banyak bermunculan partai-

partai politik dengan membawa visinya masing-

masing. Keadaan ini menumbutrkan persaingan secara

terbuka dan tajam antar partai dalam pentas polilik

nasional. Banyaknya partai politik tanpa adanya

mayoritas mutlak dalam parlemen seringkali b€rakibat

instabilitas pada jalannya pemerintahan. Pengaruh

negatifyang tidak bisa terhindarkan adalah jatuh

bangunnya kabinet dalam hitungan waktu yang

singkat. Hal ini dikarenakan partai yang berkuasa

kehilangan dukungan di parlemcn, sehingga

menjadikan bubarnya kabinet. Pada akhirnya

berakibat pada gagalnya program kerja kabinet yang

bersangkutan, karena program kerja tersebut tidak

dapat dilaksanakan. Secara umum demokrasi liberal

yang berlangsung saat itu sangat diwarnai oleh

individualisme yang tinggi dengan latar belakang

kepentingan partai atau golongan. Banyak praktek

penyelenggaraan negara menunj ukkan terj adinya

pengingkaran terhadap UUDS yang telah

memberikan landasan bagi terselenggaranya

pemerintahan yang baik, yaitu ditandai dengarr :

l. Demokrasi politik digunakan sebagai

alasan untuk tumbuhnya oposisi yang

desnuktif.

2. Denrokrasi ekonomi yang semula

dimaksudkan untuk mengentas

kemiskinan, dalam prakteknya justru

menumbuh suburkan persaingan bebas.

3. Demokrasi sosial bukannya rnenciptakan

tata masyarakat yang bersih dari unsur-

unsur feodalisme, tetapi bahkan semakin

menutup kemungkinan rakyat banyak

untuk menikmati kebebasan.

Saat berlangsungnya demokrasi terpimpin

(th. 1959-th. 1965) keterbukaan sebagai salah satu

indikator demokrasi sangat jauh dari harapan.

Kecenderungan menguatnya primodialisme dan

tajamnya pertentangan politik telah menjadikan

keterbukaan berlangsung secara tidak wajar. Pclaku

politik baik pada tingkat individu nraupun prda tirrgkat

kelompok tidak mampu mengernbangktn tlan

mengendalikan suasana keterbukaan demi kcbaikun

bersama. Akibat dari tidak t*kendal iuya kcturbukaan

itu memunculkan suasana saling curiga yang

bersumber pada sikap merasa paling benar. Segala

cara dan upaya digunakan untuk menjatuhkan mcrcka

yang memegang kekuasaan karena kecurigaan yang

belebihan teftadap mereka Demikian pula kecuigaan

Hukum Pidana, Demokrasi Dan HAM 190 D idik Endro Pu rwole kson o



PEkSPEKTIF Yolume IX No. 3 Tahw 2003 Misi Juli

penguasa terhadap lawan politik yang menjadi

kompetitor dalam memperebutkan kekuasaan. Hal

ini merdadikan kehidupan politik @a rnsa itu sangat

tidak stabil. Pada akhimya dengan dalih 'untuk

mewujrdkan stabilitas politik' penguasa melakukan
pembatasan ketat terhadap kcterbukaan, sehingga

sistem pemerintahan kemudian menunjukkan

keccnderungan otoriter. Penghargaanrcrhadap nilai-

nilai demokrasi nyaris tidak dilalotkan oleh penguasa

karena adanya penekanan terhadap hak-hak dasar

warga negara. Gambaran dari kondisi ini adalah

suasana ketakutan yang selalu meliputi masyarakat.

Munculnya Orde Baru dengan sistem

dcmokrasi Panceslla (th, 1966 -th. 1998) tidak

memberikan suasana yang lebih baik dari sistcm

dcmokrasi sebelumnya, karena orientasi
pimodialisnc masih melekat pada si*ern ini. Waisan

kehidupon demokrasi yang diperoleh rczim orde baru
mcnumbuhkan kckhawatiran psikologis akan
mudahnya bangsa kita mengembangkan suasana

saling curiga yang menjurus ke arah iklim saling

bermusuhan dan perpccahan. (Alfian ; I 999 : 27) .

Untuk menghindari terjadinya perpecahan, upaya

menciptakan stabilitas politik menryakan agenda yang

harus dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru.
Manifestasi dari upaya ini adalah bahwa sejak awal
kemurculannya, rczim orde baru telah mengandalkan

koersi sebagai alat utama memecahkan masalah.
(William Lidle ; 1992:65).

Pada kurun waktu 1966 - 1998 demokrasi
dalam sistem politik Indonesia menampakkan dua
wajah yang berbeda. Pada satu sisi penguasa numpu
memunculkan kesan responsif dalam melayani
kepentingan-kepentingan masyarakat. Banyak
keputusan-keputusan politik yang diambil penguasa
dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat di luar
birokrasi dan militer. Saat perolehan pendapatan
pemerintah meningkat seiring dengan melonjaknya
lurga minyak di pasar intemasional, pemerintah orde
baru banyak membuat keputusan politik yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
bawah melalui berbagai jalw pe merataan. Kata lain
yang identik dengan hal ini adalah pernbanguuq yang

nota bene diwujudkan dengan pengadaan fasilitas-
falitas publik.

Pada sisi lain sistem demokrasi yang
mengedepankan simbol-simbol Pancasila sebagai
idiologi negara tidak memberikan tempat bagi
kelompok-kelompok ekstrim tertentu. Bahkan
dominasi politik (koersi) dilakukan terhadap orang-
orang yang dianggap berseberangan dengan
pemerintah. Demikian pula terhadap orang-orang
yang tidak mau menoinn keputusan politik yang telah
ditetapkan pemerintah. Kepada mereka dilekatkan
predikat sebagai perongrong stabilitas negara yang
harus berhadapan dengan alat-alat kekerasan baik
melalui tangan militer, maupun melalui perangkat

hukum dengan diberlaku-kannya undang-undang
subveni. Keadaan ini mengakibatkan terbelenggunya
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hak-hak dasar warga negara untuk berserikat,

berkumpul dan berekspresi. Dengan demikian

keterbukaan sebagai indikator demokrasi tidak

sepenulnya terwujud dengan belenggu yang dilakukan

rezim pemerintah.

Perpaduan antara kedua sisi wajah dari sistem
politik Indonesia pada masa demokrasi Pancasila

tidak dapat dipungkiri telah mampu menciptakan

stabilitas nasional dalam kuun waktu lama. Meskipun
pada kenyataannya stabilitas tersebut hanya berada
pada permukaan saja, karena gejolak dibawah
permukaan yang benifat laten tidak pula bisa diingkari

keberadaannya. Hal ini terbukti pada saatjatuhnya
pemerintahan Presiden Soeharto pada 2l Mei 1998.

Begitu kuatnya dorongan anrs bawah yang dipelopori

oleh mahasiswa mampu membuka pintu demokrasi
' yang telah sekian lama tertutup.

Seiring perjalanan waktu, berakhimya rezim Orde

Banr yang menandai perkembangan kehidupan politik

Indonesia memunculkan harapan rurtuk memperbaiki

kualitas demokrasi yang bertujuan mewujudkan

demokratisasi politik Indonesia. Upaya pencapaian

demokratisasi politik di Indonesia memerlukan beaya
(cost) yang tidak kecil, karena harus dibayar dengan
destabilisasi politik yang cenderung tidak bisa
dihindari. Destabilitasi politik yang terjadi sekali lagi
berakar pada kecurigaan terhadap regim pengganti,

Presiden BJ. Habibie hanya dianggap sebagai penerus

orde baru sehingga tidak memperoleh legitimasi
sepenuhnya dari rakyat.

Demokrasi Indonesia memiliki warna lain

pada pemilu yang menrunculkan l , rcsiden

Abdurrahman Wahid. Proses pemil ihannya

merupakan yang paling mendekati prinsip demokrasi

dari sekian kali pemilu yang pernah terjadi di

Indonesia. Masyarakat banyak menaruh harapan

bahwa pemerintahan Presiden AMurrahman Wiihid

dapat mengantarkan Indonesia dalam transisi ke arah

suasana demokrasi  yang sebenarnya. Pada

kenyataannya, masalah politik dan ekonomi yang

harus dihadapi Presiden AMun-ahman Wahid scmakin

pelik dan menjadikan Indonesia makin terpunrk dalam

destabilisasi. Beberapa hal yang dapat dilihat sebagai

penyebab meningkatnya kecendenurgan destabilisasi

belakangan ini antara lain adalah:

l .  Pesimisme masyarakat te r l r  ad ap

pemerintahan Presiden Abdurrahman

Wahid yang ser ingkal i  mengambi l

kebijakan secara kontroversial. Hal ini

dikarenakan latar belakang Gus Dur

sebagai seorang kiai, aktivis sosial dan

sekaligus budayawan menjadikannya

memiliki eklektisisme personal yang sulit

d ipahami dan sul i t  d ipred iksi

(unpredictable). Dengan scIl - tttnfidcnce

yang tinggi, kebijakan yang dianrbilnya

sering kali hanya didasarkan pertimbangan

personal serta nrengabaikan prinsip-

prinsip demokasi.
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2. Kenyataan bahwa masyarakat dan elit
politik belum sepenuhnya siap dengan

semangat demokrasi yang sudah mulai

digulirkan. Hal ini ditunjukkan dengan

adanya konflik dan fragmentasi politik

yang makin meluas dikalangan partai
politik dan elit politik. Bukti yang lebih
jelas lagi mengenai keadaan ini adalah

terjadinya aksi-aksi demonstrasi yang

semakin luas dikalangan masyarakat dan
cenderung mengarah pada tindakan-
tindakan anarkhis.

3. Adanya atau ttmurnyamemorandum I dan
II, dan sekarang ini sedang disiapkan oleh

anggota DPR agenda Sidang Istimewa.

Dengan kondisi destabilisasi seperti ini,
perjalanan menuju ke arah demokrasi Indonesia
menjadi semakin berat. Seperti yang dikemukakan
oleh Sorensen, bahwa konflik domestik yang terjadi
pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang
bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan
otoritas kekuasaan, dan pada giliramya diikuti dengan
kekerasan dan anarki, sama sekali tidak kondusifbagi
penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik
demokrasi. (George S;1993:100- l00l ).
Menurut Sorensen tmnsisi dari bentuk pemerintahan
atau rezim non demokatis ke arah pemerintahan
demokratis merupakan suatu proses yang sangat larna
dan kompleks., dimana di dalamnya terdapat

beberapa fase yang hanrs dilal ui. Adapun tahaptahap
tersebut arlalah:

l. Tahap persiapan (preparatory phase).
Tahapan ini ditandai dengan terjadinya
pergolakan politik yang berujung pada
berakhimya atau runtuhnya rezim lama.

2. Tahap penentuan (decision phase). pada

tatup ini runur-ursur yang sangatjclas ddi
demokrasi  mulai  d ibanuun dan
dikembang-kan.

3, Tatnp konsolidasi (consolidation phase).
merupakan pengembang-an lebih lan jut

terhadap proses demokrasi, sehingga
demokasi menjadi bagian yang rnapan
dari budaya politik.

Meruj uk pada kerangka yang dikemukakan
olch Sorensen tersebut di atas, dapat dikatakan
bahwa perjalanan demokrasi Indonesia sudah berada
pada tahapan ../ec ision phuse sertamengarah patla
consolidalion phase. Harapan yang dibebankan
dalam proses iniadalah terwuj udnya demokrasi yang
sebenamya, sehingga tahapan perlarna yang tclah
dibayar malnl dengan terjadinya berbagai ;rryolarkan
politik tidak sia-sia. Kecenderungan munculnya
kembali bentuk-bentuk primodialisme dan rradisi-
onalisme politik dapatdihindari semaksimal n.rurgkin.
Lebih-lebih munculnya praktik kekuasaan secara
personal.

Manifestasi dari kehidupan demokasi yang
genuinely serta authentical/y adalah upaya
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menghindari pengingkaran terhadap prinsip-prinsip

demokrasi oleh semua pihak (pelaku politik) yang

ditandai dengan:

I . Keterbukaan dipahami dan dilaksanakan

secara kontekstual. Dalam art i

. keterbukaan seba$ai salah saiu unsur

demokrasi tidak ditujukan turnrk menekan

dan merugikan rakyat. Mengingat

demokrasi adalah 'dari rakyat, oleh rakyat

dan untuk rakyat', maka keterbukaan

seyogyanya dikedepankan untuk

kepentingan rakyat.

2. Partai politik dipahami sebagai sumber

rekruitnen politik yang mampu melahirkan

pemimpin yang mempunyai visi mengenai

masalah bangsa dan negara, dimana

kompetisi dalam hal rekruitmen politik

dilaksanakan secara terbuka, yaitu

pemberian kesempatan yang sama dalam

mengisi j abatan-j abatan dalam lembaga

negara / pemerintah berdasarkan

persyaratan yang telah ditentukan secara

obyektif.

3. Pertanggung j awaban (accountability)

ditempatkan secara wajar, dimana

tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh
politisi dan pilihan kebijakan yang diambil

pemerintah dapat diperdebatkan serta di

pertanggurgiawabkan.

4. Penghargaan terhadap hak-hak dasar

warga negara dalam hal berekspresi,

berserikat dan berkumpul. Benluk dari

penghargaan ini adalah dibiasakannya

toleransi atas perbedaan pendapat serta

pemberdayaan atas fungsi pers.

Keempat hal di atas akan terwujud seiring

dengan betlangsungnya proses pembanguran polit ik

yang berorientasi pada pengembangan budaya politik

demokrasi. Sehubungan dengan keadaarr irri, oleh

Nazaruddin Sjamsudin dikatakan bahwa Indonesia

saat ini sedang berada dalam proses pematangan

budaya politik. (Nazaruddin Sjamsudin; 1989 : I 9 )

Berkaitan dengan proses pematangan budaya politik

demokasi, banyak kajian mengenai demokrasi yang

memandang pentingnya peningkatan kesej alr -tc riran

ekonomi rakyat secara keseluruhan. Asumsi yang

sering mrmcul adalah semakin mapan perek<lnonrizur

suatu bangsa dan semakin sejahtera suatu bangsa,

maka akan semakin besar peluang bangsa terscbut

untuk mengembangkan dan melestarikan denrokrasi.

Karena dengan peningkatan ekonomi akan

memungkinkan peningkatan pendidikan, penyebanur

media massa dan sekaligus meminimalisir peluang

konflik diantara berbagai lapisan masyuakat. Hal ini

relevan dengan pendapat Henry B. Mayo yang

mengatakan bahwa nilai-nilai yang mendasari

demokrasi adalah:

1. Menyelesaikan perselisihan (kontlik)

dengan darnai dan secara melcnrbaga.
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2. Menjamin terselenggaranyaperubahan

secara damai dalam suatu masyarakat

yang selalu berubah.

3. Menyelenggarakanpergantianpimpinan

sgcara teratur.

4. Membatasi pemakaian kekerasan mmpai

minimrn

5. Mengakui sena mgngganggap wajar

adanya keaneka ragaman (perbedaan),

6. Menjamin tegaknya keadilan dalam

segala bidang kehidupan. (Ukasah

Martadisastra; I 987: 140)
Dalam anggapan saya upaya peningkatan

kualitas demokrasi yang identik dengan demokr*isasi
lebih memungkinkan tercapai melalui peningkatan
pendidikan. Seperti apa yang dikemukakan oleh
Munay Print bahwa negara-negara demokrasi baru
(newly emerging democracies) memerlukan sarana
pendidikan yang memrurgkinkan generasi mrda urnrk
mengerti tentang pengetahuan, nilai-nilai dan kealrlian
yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi
(perpetuation of democracy). (Azyumardi A,;
1999:76\.

HAKAZASIMANUSIA

Memperbincangkan masalah HAM, pertama
kali ingatan kita akan tertuju kepada Deklarasi
Universal tentang Hak Asasi Manusia (untuk

selanjutnya disingkat DUHAM) 1948. Namun
demikian, pada hakikatnya masalah FIAM itu sendiri
samt dengan wacana filsafati. Para filsufinilah yang
pertama kali mempersoalkan hak asasi manusis.
Apakah mereka, para filsuf itu membahasnya dari

perspektifhukum, sosial, politik, kultural, maupun
ekonomi. (Tommyy F . A;l 997 :3)

Ada pandangan menarik yang menyatakan
DUHAM lebih menekankan kepada konsep hak
sosial, ekonomi dan politik dengan misalrrya
menonjolkan keadilan dan keamanan hidup justru
tidak lain unnrk mengarahkannya pada manwia secam
individual. Bagaimanapun DUHAM dibuka dengan
mengakui dan penekanan terhadap kemerdekaan
setiap orang. (Tomnyy F.A;1997:9)

Rousseau menyatakan bahwa "seluruh umat
manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam
martabat dan hak. Mereka dikanuriai akal serta nurani
dan harus sal ing bergaul dalam senrangat
persaudaraan". (Tommyy F.A; I 997:5)
Bagaimana kondisi HAM dewasa ini? Suattr
pertanyaan yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk
menjawab, apalagi mendapat penerapan yang sesuai.

Seorang sarjana menulis bahwa HAM dalam
situasi dan kondisi dewasa ini harus ditafsirkan secara
kontcksnul dengan perdekatan integral, sehingga hak
asasi manusia mempunyai arti tidak saja sebagaimana
kita kenal "sekedar" bebas berbicara, bebas
berkumpul, bebas beragama, tetapi juga terkait
dengan kewajiban dan tanggurgjawab asasi, sehingga
tercipta harmonisasi dalam tata kehidupan dalam
masyarakat. (Mansur Effendi; I 997:36).

Beberapa hal yang p€nting dengan sifat-sitar l lak
Asasi Manusia vaitu :
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I . Hak Asasi Manusia itu asasi, artinya melekat

pada dirinya karena kodratnya dan karena itu tak

terhapuskan. Begitu seseorang lahir sebagai

manusia, ia memiliki hak kodrati, hak asasi.

2. Hak Asasi Manusia itu universalitas. artinya

dalam kodratnya setiap dan semua semua

makhluk manusiawi inr sama, dan oleh karena itu

mempunyai memiliki hak dasar yang sama.

Dikatakan universal, oleh karena hak itu melekat

pada setiap dan semua manusia, tanpa kecuali.

3 . Hak Asasi Manwiaitr independensi Dalam hal

ini diakui atau tidak, konversi-konvensi mengenai

hal itu diakui oleh suatu negara atau tidak, atau

hak-hak itu dilegalisasikan dalam hukum positif

atau tidak, hak tersebut letap melekat pada kodrat

fiumusla.

4. Hak Asasi Manusia itu irternasionalitas. Hak-

hak asasi manusia sekarang ini bisa dijadikan

landasan pembenaran komunitas intemasional dan

organisasi-organisasi internasional untuk

melakukan pemeriksaan dan menetapkan tekanan

tekanan ekonomi, politik dan diplomatik terhadap

suatu negara yang dianggap telah melanggar hak

asasi manusia, baik warganya sendiri atau warga

asing. (Wandi Brata;1997: 47)

Ada pandangan bahwa hak asasi manusia itu

sendiri merupakan kewe-nangan mendasar dari

manusia wrtuk memiliki, menggunakan, dan memper-

tahankan hayat, peralatan jasmaniah dan peralatan

rohaniahnya. (Muhamm aA F avzy ;1991 :52)

Sejarah perkembangan tentang pcrlunya perlirrdungiur

terhadap HAM hal  in i  b isa dl ihat  dar i

beberapadeklarasi antara lain:

I . Declaration oflndependence ( I 776);

2. The Virginia Declaration of Rights ( l97l );

3. Declaration des droitsde L'homme et du Clitoven

( r 789);
4. Universal Declaration of Human Rights ( 1948).
5. lntemational Bill of Human Rights (1966);

6. Cairo Declaration ( 1990).

7. Asia Pacific Workshop on Human Rights lssue

di Jakarta ( 1993). (Muladi ;1997:2-4\.

HUBUNGAN HUKTJM PII)ANA.

DEMOKRASI DAN HAM

Hukum merupakan bagian integral dari

kehidupan bersama. Hukum mengatur dan menguasai

manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai

konsekuensinya maka tata hukum bertitik tolak pada

penghormatan dan per l indungan manusia.

Penghormatan dan perlindungan ini tidak lain

merupakan pencerminan dari kepentingannya send iri.

Hukum terdapat dalam masyarakat manusia. Dalanr

setiap masyarakat selalu ada sisternr hukum. ada

masyarakat ada hukum: ubi societos ihi ius.

(sudikno M; 1999: 28).

Manusia, pada hakikatnya tidak nrurrgkin

lepas dari sistim hukum yang bcrlaku. Manusia harus

selalu diingkatkan akan hakikat bermasyarakat,

berbangsa dan bemegara, sebagai layaknya seorang
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subyek hukum yang dibatasi oleh aturan-aturan

hukum yang berlaku.

Secara universal dapat dikatakan bahwa

fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana

pengendalian hidup bermasyarakat dengan
menseimbengkan kepentingan-kepentingan yans ada
dalam masyarakat alau dcngrn po*rtsen lain cebagai
sarana konnol sosial. Roscoe Pound menambahkan
bahwa hukum juga scbagei talana pembangunan
Masyarakat. (Roscoe Pound; 1999:2),

Hukum dikatakan menccrminkan nilal
Eanspannsi, apabila hukum tffsebut seara eksplisit

menetapkan batas-batas kewcnangrn pcnguara drn
di lain pihak membcrilan limitasi mengenai apa saja
yang tidak boleh dilakukan oleh yang dlpccLt0tl CIim
Fak. Hukum Unair;l 999;2)

Kaitan HAM dengan hukum sangat erat,
karena sekalipun HAM mcrupakan hak negatif
(negatiefrights) karcna sifatnya yang kodrati dan
universal sehingga tidak memerlukan pcngsahan,

namun dalam kehidupan bermasyarakat, bc.rbangsa
dan bemegara yang semakin kompleks, pengaturan

hukum atas HAM Q)asitivization of rlghts) *an
memperkuat posisi Idonesia sebagai ncgan hr*um.
(Muladi; 1997:6).

Tiga pilarpokok yang melekx dalam konteks
negara modem yaitu demokrasi, negara hukum dan
perlindungan hak asasi manwia (HAM). Ketiga pilar
ini terkait satu dengan lain, dalam sebuah ncgara
demokrasi terdapat pengakuan (perlindungan)

terhadap HAM, serta adanya aturan hukum yang

mengatur dan membatasi mekanisme kehidupan
bcmegara. Adanya perlindungan HAM senantiasa
diiringi dengan adanya konsep demokrasi modern
(perwakilan) dan konsep negara hukum. (Mahfud

;1999:157- 158).

Negara hukum, dalam konsep Negara Anglo
Saxon adalah Rule of law, menurut Diicev
mcngardung 3 unsur yaitu:

r, Hrk agasi manusia dijamin lewat undang-
un&rg;

b, Pcrsamaan kcdudukan di muka hukum
(cqulity beforc the law);

c. Suprcrnasi *uran-aturan hukum dan ridak ada
koowcnang-wcnangan tanpa aturan jelas.
(Sudikno;1999:22)

Monurut Emanual Kant dan Julius Stahl
(mcrcko mcnggunakan istilah rechtstaat) , negara
hukum mengmdung 4 rru,u:

a. adanya pcngdtuan hak asasi manusia;
b. adanya pemisahan kekuasaan untuk

menjamin hak-hak tersebut;
c. pcmerintahan berdasarkan pcraturan-

pratwan QAeMat ige he id van be sl uur)
d. adanya peradilan tata usaha negara. (Sudikno;

1999:22\

Munculnya Keppres Nomor 50 Tahun l 993
tentang Pembentukan Komisi Nasional HAM
(Komnas HAM) merupakan variable kondusif
tersdiri, skalipun benyak pula kitik yang rerlonrar.
Tugas Komisi tersebu:
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l. menyebarluaskan wawasan nasional dan

intemasional mengenai HAM, baik kepada

masyarakat Indonesia maupun masyarakat

intemasional;

2. mengkaji berbagai instrumen PBB tentang

HAM dengan memberikan saran tentang

kemwrgkinan aksesi dan ratifikasi;

3. memantau dan menyelidiki pelaksanaan

HAM, serta memberikan PendaPat,
pertimbangan dan saran kepada instansi

pemerintah tentang pelaksaan HAM; dan

4. mengadakan kerjasama regional dan

intemasional di bidang FIAM.

Keppres tersebut di atas merupakan realisasi

dari diundangkannya Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor I65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3886). Dalam Undang-undang ini, dianu hak-

hak sebagai berikut:

l. hak untuk hidup (Pasal 9);

2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

(Pasal l0);

3. hak mengembangkan diri (Pasal I l);

4. hak memperoleh keadilan (Pasal l7);

5. hak atas keb€basan pribadi (Pasal 20);

6. hak atas rasa aman (Pasal28);

7. hak atas kesejahteraan (Pasal 36);

8. hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal43);

9. hak wanita (Pasal 45);

10. hak anak (Pasal 52);

Disamping diatur masalah hak-hak dasar

tersebut, Ul.J No. 39/1999 tentang tlAM di atas.iuga

mengatur masalah kewajiban dasar manusia (Pasal

67 sampai dengan 70). Di sisi yang lainjuga diatur

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah yaitu

menghormati ,  mel indungi,  menegakkan dan

memajukan hak asasi nranusia yang diatur dalam

undang-undang ini peraturan perundang-undangan

lain, dan hukum internasional tentang hak asasi

manusia yang diterima oleh negara R.l. (Pasal 7l

sampai dengan 72 ).

Hal lain yang perlu diketengahkan di sini dalam

hubungarurya dengan UU tenlang Ham di atas, yaitu

juga diatur:

I . keberadaan Komisi Nasional tlak asasi Miurusia

(Komnas tlam) (Pasal 75 sampai dengan 99).

Sebagaimana sudah dipaparkan di  atas.

berdasarkan UtJ ini telah dikeluarkan Keppres

tentang Komnaas HAM.

2. Hak set iap orang, kelompok, organisais i

masyarakat, lembaga swadya masyarakat, atau

lembaga kemasyarakatan lainnya untuk

berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan,

dan pemajuan hak asasi manusia (Pasal 100

sampai dengan 103).

3. Adanya pengadilan hak asasi manusia (Pasal

104).

Merujuk pada ketentuan Pasal 104 LJU

tentang HAM di atas, kita patut bersyukur sckarang
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ini kita telah mempunyai Undang-wtdang Nomor 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Beberapa hal bisa disarikan di bawah ini, tentang

Pengadilan FIAM, yaitu:

l. Pengadilan Ham merupakan pengadilan khusus

yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal

2 sampai dengan 3);

2. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi

manusia yang berat meliputi :

a. kejahatan genosida;

b. kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7);

3. Yang dimaksud dengan kejahatan genosida yaitu

setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud

untuk menghancurkan atau memusnahkan rlunrh

atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok

etnis, kelompok agama, dengan cam (Pasal 8):

a. membunuh anggota kelompok;

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental
yang berat terhadap anggota-anggota

kelompok;

c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok
yang akan mengakibatkan kemus-nahan
secara fisik baik seluruh atau sebagiarurya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang

bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok; atau

e. memindahkan secara paksa anak-anak dari
kelompok tertentu ke kelompok lain.

4. Kejahatan kemanusiaan ini,  agar bisa
dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia yang

berat, harus dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas atau sistematis yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut dituj uk:ur
secara langsung terhadap penduduk sipil. berupa
pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
pengusiam dan lain-lain (Pasal 9).
Unruk kejahatan genosida dan kejalntan terhadap
kemanuiaan tersebut di atas, ancaman pidananya
yaitu pidana mati atau penjara seumru hidup atau
pidana penj ara paling lama 25 rahun dan paling
singkat I 0 tahun (Pasal 36 dan 37).
Khusus untuk tindak pidana kejahatan tcrhadap
kemanusiam yang berupa perbudaka.n, ancaman
pidananya pidana penjara paling lama | 5 tahun
dan paling singkat 5 tahun (Pasal 38 ).
Untuk tindak pidana terhadap llAM ini titlak ada
kedaluwarsa (Pasal 46).

Berlaku asas retro aktif (Berlaku surut) yaitu

terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang
berat akan diperiksaoleh Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliiasi (Pasal 47). (Seperti halnya dalam
butir 7 di atas, masalah baik daluwzusa maupun
tidak berlaku retro aktif merupakan asas dalam
hukum pidana sebagaimana diatur dalanr Pasal
78 KUHP untuk masalah daluwarsa dan Pasal I
KUHP untuk tidak boleh retro aktif. 'l'erus terang
saya berpendapat bahwa diberlakukanrrya asas
tidak mengenal daluwarsa dan berlakunya asas
retro aktifini, ada dua pihak yang masing-rnasing

dirugikan dan diuntungkan yaitu bagi pihak

(

6.

7.

8.
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keluarga korban, masih dibuka kemungkinan

uruk mendapatklan rasa keadilan dengan dibuka

atau diprosesnya kejadian pelanggaran HAM

masa lalu. Sedangkan bagi pihak yang melakukan,

timbul rasa was-was jangan-jangan dirinya

sekarang ini akan disidangkan. Di sisi yang lain,

sebenamya, untuk membuka dan membuktikan

kasus-kasus yang terjadinya sudah sangat lama

berselang, banyak kendala yang dihadapi,

misalnya barang bukti sudah hialng, rusak, TKp

sudah berubah, para saksi sudah pindah tempat,

mninggal atau lupa).

PEI\UTTjP

Mendasarkan pada seluruh uraian di atas,

nampak bahwa membicarakan masalah hukum,

demokasi dan HAM merupakan bagian yang tidak

terpisahkan. Bagaimanapun juga hukum itu

merupakan bingkai atau legitimasi kegiatan

demokrasi. Di dalam demokasi itu sendiri sarat

dengan nuansa hak asasi manusia. Dengan demikian

hukum merupakan legitimasi demokrasi, dan

demokrasi didalamnya sarat dengan nuansa hak asasi

manusai, akhirnya hak asasi manusia dituangkan

dalam atau oleh hukum, sehingga manusia-manusia

pemegqng demokrasi sekaligus hak asasi itu bisa

berpikrah dalam mewujudkan cita-cita kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

Akhimyaperludirenungkanungkapar, Filsuf

Jerman George Wilhem Friedrich Hegel (1770 -

l83l), tujuan agung demokrasi ialah pcngakuan

terhadap martabat dan kebebasan manusia. ltulah

cita-cita demokrasi di seluruh dunia. dan itulah

kehidupan yang diperjuangkan nrturusia. (Kornpas ;

20 Desember 2001).
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